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Abstract

This article examines the relevance of Kenotic Christology as a theological foundation for national ethics
in addressing oligarchy and political corruption in Indonesia. The dominance of oligarchic power,
kleptocracy, and dynastic politics has weakened the moral legitimacy of democracy and revealed a crisis
of ethical leadership. Based on Philippians 2:5-11, Kenosis offers an ethical paradigm that emphasizes
humility, self-emptying, and service as the foundation of public leadership. This study employs a
qualitative library research method, focusing on the theological interpretation of Philippians 2:5-11
and the works of theologians such as Moltmann and Kitamori, analyzed through theological
hermeneutics and conceptual-philosophical analysis. The findings highlight three key kenotic values,
anti-greed as a critique of corruption, sacrificial service as an ethical alternative to oligarchy, and
national solidarity as a corrective to social inequality. Thus, Kenosis serves as an ethical antithesis to
the abuse of power and provides a moral framework for political reform grounded in justice and

integrity.
Keywords: Christological Kenosis; National Ethics; Oligarchy; Political Corruption.

Abstrak

Artikel ini mengkaji relevansi Kristologi Kenosis sebagai dasar etika kebangsaan dalam menghadapi
oligarki dan korupsi politik di Indonesia. Dominasi oligarki, kleptokrasi, dan politik dinasti telah
melemahkan legitimasi moral demokrasi dan menandakan krisis etika kepemimpinan. Berdasarkan
Filipi 2:5-11, Kenosis menawarkan paradigma etis yang menekankan kerendahan hati, pengosongan
diri, dan pelayanan sebagai dasar kepemimpinan publik. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dengan studi pustaka, berfokus pada penafsiran teologis terhadap Filipi 2:5-11 serta karya
teolog seperti Moltmann dan Kitamori melalui hermeneutika teologis dan analisis konseptual-
filosofis. Hasil kajian menunjukkan tiga nilai kenotik utama, yaitu anti-keserakahan sebagai kritik
korupsi, pelayanan berkorban sebagai alternatif melawan oligarki, dan solidaritas kebangsaan
sebagai koreksi ketimpangan sosial. Dengan demikian, Kenosis menjadi antitesis etis terhadap
penyalahgunaan kuasa sekaligus kerangka moral bagi reformasi politik yang adil dan berintegritas.

Kata kunci: Kristologi Kenosis; Etika Kebangsaan; Oligarki; Korupsi Politik.

Pendahuluan

Indonesia menghadapi realitas politik yang ditandai oleh fenomena kronis oligarki
kekuasaan, korupsi politik, dan ketidaksetaraan sosial-ekonomi yang semakin menguat.
Sejumlah studi menunjukkan bahwa oligarki telah membentuk sistem patronase politik
yang berimplikasi pada melemahnya meritokrasi dan supremasi hukum (Gunanto, 2020;
Suteki, 2022). Korupsi politik di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh individu tertentu,
melainkan terstruktur secara sistemik dalam partai politik dan pemerintahan (Elyta et al,,
2022; Irham, 2021). Dinasti politik dan politik uang memperkuat sirkulasi elite yang
menguntungkan kelompok tertentu, tetapi merugikan kepentingan publik (Purwaningsih &
Widodo, 2020; Ranggong et al., 2023). Fenomena ini menunjukkan adanya Krisis etika yang
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serius dalam kepemimpinan dan pelayanan publik. Persoalan etika kepemimpinan telah
diidentifikasi sebagai akar dari perilaku koruptif dan penyalahgunaan kekuasaan (Marwing,
2021; Mugiyanto, 2022). Dalam konteks ini, teologi Kristen menawarkan perspektif moral
yang berpotensi membongkar akar masalah tersebut. Salah satu prinsip teologis yang
relevan adalah Kenosis, yakni pengosongan diri Kristus yang menekankan kerendahan hati
dan pelayanan.

Krisis etika dalam kepemimpinan terlihat jelas dari pola kleptokrasi politik yang
menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik (Marwing, 2021). Studi
tentang illicit enrichment menegaskan bahwa perilaku memperkaya diri secara tidak sah
merupakan indikator kuat lemahnya etika publik dalam birokrasi (Muzaki, 2021).
Ketidakadilan hukum dan ketimpangan sosial yang dihasilkan dari korupsi dan oligarki
turut memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara (Yuflih, 2022).
Sistem politik yang didominasi oleh kapitalisasi kekuasaan menggantikan legitimasi moral
dengan legitimasi kapital (Musa, 2022). Kondisi ini membuat nilai-nilai dasar Pancasila dan
demokrasi sulit terwujud secara substantif. Dalam praktiknya, supremasi hukum kerap
runtuh karena intervensi oligarki dan kompromi elite (Suteki, 2022). Situasi tersebut
mencerminkan krisis kebangsaan yang mendalam, yang tidak bisa diatasi hanya dengan
pendekatan hukum positif. Oleh karena itu, diperlukan suatu paradigma etika baru yang
menembus dimensi spiritual, moral, dan politik sekaligus.

Kenosis, sebagaimana dijelaskan dalam Filipi 2:5-11, menggambarkan kerendahan
hati Kristus yang mengosongkan diri demi melayani dan menyelamatkan manusia. Teolog
seperti Jersak (2023), Patricia dan Baholy (2023) menekankan bahwa Kenosis bukanlah
kelemahan, melainkan kekuatan moral yang membongkar dominasi egoisme dan kuasa.
Ryliskyté (2024) menambahkan bahwa solidaritas kenotik dapat menjadi pola hidup yang
menolak dominasi kekuasaan demi kebersamaan. Brodsky menunjukkan bahwa
interpretasi moral Kenosis dapat dipahami sebagai kritik filosofis terhadap praktik
keserakahan dan penyalahgunaan otoritas. Dalam konteks etika kebangsaan, Kenosis dapat
dipahami sebagai prinsip yang menolak oligarki dan korupsi dengan mengedepankan
pengosongan diri demi kepentingan bangsa (Brodsky, 2024). Kenosis mengajarkan
pentingnya kerendahan hati dalam pelayanan publik dan pengelolaan kekuasaan. Nilai ini
menentang paradigma politik yang berorientasi pada diri sendiri atau kelompok terbatas
(Walui & Novalina, 2024). Dengan demikian, Kristologi Kenosis dapat dijadikan fondasi
untuk membangun etika kebangsaan yang lebih berintegritas.

Oligarki politik di Indonesia menunjukkan konsentrasi kekuasaan pada segelintir
elite yang memanipulasi sistem hukum dan politik untuk kepentingan pribadi (Tambunan,
2023). Politik dinasti memperlihatkan bagaimana jabatan publik diwariskan sebagai
privilege, bukan diperoleh melalui meritokrasi (Purwaningsih & Widodo, 2020). Kenosis
menawarkan kritik terhadap model kepemimpinan ini, karena menolak keserakahan dan
mengajarkan kerendahan hati sebagai dasar etika publik. Prinsip Kenosis menuntut pejabat
publik untuk mengosongkan diri dari ambisi pribadi dan menempatkan kepentingan
masyarakat sebagai prioritas utama. Dalam perspektif teologis, Kenosis dapat dipahami
sebagai bentuk spiritualitas politik yang menolak dominasi oligarki. Konsep ini berimplikasi
pada etika kebangsaan yang menekankan pelayanan, keadilan, dan keberpihakan pada yang
lemah (Daryanto, 2022). Dengan demikian, Kenosis berfungsi sebagai kritik sekaligus
alternatif etis terhadap mentalitas koruptif yang mengakar dalam budaya politik Indonesia.
Hal ini membuka peluang bagi reformasi moral yang berbasis pada Kristologi.

Meskipun terdapat banyak kajian tentang Kenosis dalam ranah spiritualitas pribadi
dan etika komunitas, eksplorasi sistematis mengenai penerapannya dalam etika kebangsaan
masih sangat minim. Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai Kenosis berfokus pada
dimensi spiritual dan etika pelayanan gereja. Kajian seperti yang dilakukan oleh Josette dan
Baholy (2023) serta Ryliskyté (2024) menafsirkan Kenosis terutama sebagai pola kehidupan
rohani yang menekankan kerendahan hati, pengorbanan, dan pelayanan dalam konteks
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komunitas iman. Pendekatan ini penting, tetapi cenderung menempatkan Kenosis dalam
ranah moral personal atau eklesiologis, bukan dalam analisis struktur sosial-politik.
Sementara itu, penelitian yang membahas isu-isu politik di Indonesia, seperti oligarki, politik
dinasti, dan kleptokrasi, lebih banyak berasal dari bidang ilmu politik dan hukum, dengan
penjelasan struktural dan sosiologis (Budi, 2024; Damanik et al., 2025; Layyina et al., 2024;
Pahlevi, 2022). Kajian tersebut jarang mengaitkan problem kekuasaan dengan refleksi
teologis, terutama dari perspektif Kristologi Kenosis.

Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, studi ini secara Kkhusus
mengintegrasikan teologi Kristologis dengan analisis etika kebangsaan. Penelitian ini
menempatkan Kenosis bukan sekadar sebagai teladan moral individu, tetapi sebagai
paradigma teologis dan filosofis yang dapat membongkar akar etis dari oligarki dan korupsi
politik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam dua hal, yaitu
pertama, memperluas cakupan kajian Kenosis ke ranah etika politik dan kebangsaan; kedua,
menghadirkan model Etika Kebangsaan berbasis Kenosis sebagai kerangka moral untuk
reformasi sosial-politik di Indonesia. Dengan kontribusi ini, penelitian diharapkan mampu
memberikan kerangka etika alternatif yang bersumber dari teologi bagi diskursus politik
nasional. Penelitian ini juga menekankan urgensi pemikiran teologis kontekstual dalam
mengatasi krisis moral bangsa. Batasan penelitian terletak pada sifat konseptual-teologis
tanpa melakukan survei empiris. Namun, analisis konseptual ini tetap relevan karena dapat
memperluas horizon pemikiran etis dalam menghadapi persoalan politik kontemporer.
Dengan landasan tersebut, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teologi politik
yang kontekstual, relevan, dan aplikatif untuk menjawab persoalan bangsa Indonesia. Dari
latar tersebut, muncul pertanyaan utama yang hendak dijawab dalam penelitian ini,
“Bagaimana Kristologi Kenosis dapat menjadi paradigma etika kebangsaan yang melawan
oligarki dan korupsi politik di Indonesia?”

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif
dengan pendekatan studi pustaka (library research), yang dipadukan dengan hermeneutika
teologis serta analisis konseptual-filosofis. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan sifat
kajian yang bersifat normatif dan reflektif, menuntut penelusuran makna teologis secara
mendalam untuk menemukan relevansi etis dari Kristologi Kenosis terhadap persoalan
politik Indonesia. Sumber data primer mencakup teks-teks Alkitab, khususnya Filipi 2:5-11
(Uling & Candrawati, 2025), serta karya-karya teolog seperti Jiirgen Moltmann dan Kazoh
Kitamori (Bertova, 2024; Mostert, 2013), sedangkan data sekunder terdiri atas literatur
mengenai politik Indonesia, oligarki, korupsi, demokrasi, dan teologi kontekstual. Kerangka
hermeneutik yang digunakan adalah hermeneutika kontekstual sebagaimana
dikembangkan oleh Bevans (2022), yang menekankan dialog antara teks, konteks, dan
tradisi iman, serta dipadukan dengan perspektif Moltmannian yang membaca teks
Kristologis sebagai panggilan etis untuk transformasi sosial.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, pembacaan intensif,
pencatatan, dan pengelompokan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan dalam tiga
tahap, yaitu deskripsi (mendeskripsikan konsep Kenosis serta realitas oligarki dan korupsi),
koneksi (menghubungkan prinsip-prinsip Kenosis seperti kerendahan hati, pengorbanan
diri, dan pelayanan dengan kebutuhan etika kebangsaan), dan interpretasi Kkritis
(menganalisis bagaimana Kenosis dapat menjadi antitesis terhadap keserakahan,
penumpukan kekuasaan, dan praktik koruptif). Dengan pendekatan hermeneutika teologis
dan konseptual-filosofis ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman
mendalam tentang peran Kristologi Kenosis sebagai dasar etika kebangsaan dalam
menghadapi tantangan oligarki dan korupsi politik di Indonesia.
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Hasil dan Pembahasan
Oligarki dan Korupsi Politik di Indonesia

Fenomena oligarki di Indonesia telah menjadi salah satu ciri utama dari dinamika
politik kontemporer. Oligarki ditandai dengan konsentrasi kekayaan dan kekuasaan pada
segelintir elite yang menguasai akses politik, ekonomi, dan kebijakan publik. Sentralisasi
kekuasaan ini memunculkan pola patronase, praktik rent-seeking, serta dominasi jaringan
keluarga politik (Gunanto, 2020; Mukti & Rodiyah, 2020). Menurut Marwing (2021),
fenomena oligarki bahkan dapat dikategorikan sebagai bentuk kleptokrasi politik karena
hubungan erat antara penguasa dan praktik penyalahgunaan sumber daya negara. Oligarki
juga memperlemah demokrasi, membatasi hak asasi manusia, serta memperbesar
ketimpangan ekonomi (Ismayani et al., 2022). Konsolidasi elite dalam bentuk politik dinasti
atau penguasaan sumber daya politik secara eksklusif menimbulkan pertanyaan serius
tentang legitimasi demokrasi di Indonesia. Novianto dan Wulansari (2023) menunjukkan
bagaimana gerakan masyarakat sipil kerap muncul sebagai perlawanan terhadap penetrasi
oligarki dalam pemilu lokal. Realitas ini menggambarkan bahwa oligarki bukan hanya
persoalan struktural, melainkan juga etis dan moral.

Korupsi politik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keberlanjutan oligarki yang
menguasai sistem politik. Korupsi pada hakikatnya merupakan penyalahgunaan kekuasaan
untuk keuntungan pribadi atau kelompok dengan mengorbankan kepentingan publik. Elyta,
Hertanto, dan Maryanah (2022) menegaskan bahwa “korupsi elit partai politik di era
reformasi justru semakin mengakar sebagai praktik normal yang sulit diberantas.” Alfa dan
Fahmi (2022) juga menyoroti maraknya pelanggaran etika penyelenggara pemilu yang
menunjukkan keterhubungan erat antara perebutan kekuasaan dan perilaku koruptif.
Penelitian Faiki (2023) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa korupsi bukan
sekadar tindak pidana, tetapi juga fenomena sosial yang merusak moralitas bangsa. Bahkan,
Irham (2021) menilai eksklusivitas partai politik telah mempercepat pertumbuhan korupsi
dalam demokrasi Indonesia. Karena itu, korupsi politik telah menjadi gejala sistemik yang
terkait langsung dengan struktur oligarkis. Praktik ini semakin menegaskan perlunya kritik
teologis dan etis yang mampu menantang akar masalah.

Keterkaitan antara oligarki dan korupsi politik semakin jelas ketika meninjau
berbagai penelitian yang menyoroti dampaknya terhadap demokrasi, hukum, dan
masyarakat sipil. Mugiyanto (2022) menjelaskan bagaimana oligarki kekuasaan
berhubungan erat dengan politik hukum penguasa, sehingga supremasi hukum kerap
tereduksi oleh kepentingan elite. Bidandi, Williams, dan Waiswa (2022) bahkan
menyamakan praktik oligarki di Indonesia dengan predatory governance yang juga terjadi
di Uganda. Hal ini diperparah dengan lemahnya pengawasan serta adanya penyalahgunaan
kekuasaan selama masa pandemi Covid-19, sebagaimana ditunjukkan oleh Hayckel dan
Chairiyah (2022). Sothian (2021) menggambarkan penanganan korupsi di Indonesia sebagai
sebuah jalan panjang yang sarat dengan hambatan struktural. Dalam konteks ini, hukum
seringkali tidak berfungsi sebagai instrumen keadilan, melainkan sebagai alat legitimasi bagi
kelompok yang berkuasa. Seperti ditegaskan Suteki (2022), hegemoni oligarki
menyebabkan “ambruknya supremasi hukum” di Indonesia. Situasi ini memperlihatkan
bahwa oligarki dan korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi krisis etika politik.

Akar teologis-etis dari oligarki dan korupsi dapat ditelusuri pada sifat dasar manusia
yang cenderung egois, rakus, dan mengejar absolutisme kekuasaan. Dalam bahasa teologis,
sifat keserakahan ini sering disebut sebagai pleonexia, yaitu keserakahan yang melampaui
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kebutuhan, yang pada akhirnya merusak tatanan keadilan dan solidaritas sosial (Gule, 2022;
Vergara, 2021). Daryanto menekankan bahwa lawan dari mentalitas ini adalah sikap
kenosis, yaitu pengosongan diri dan keberpihakan kepada orang miskin. Sifat oligarki yang
mengakumulasi kekuasaan dan kekayaan bertentangan langsung dengan nilai pengorbanan
diri dan pelayanan dalam Kristologi Kenosis (Daryanto, 2022). Fenomena politik dinasti dan
dominasi oligarki memperlihatkan bahwa nafsu mempertahankan kekuasaan tanpa batas
telah menyingkirkan prinsip keadilan (Hasanal Bolgiah & Raffiudin, 2020; Purwaningsih &
Widodo, 2020). Ketika politik dijalankan hanya untuk melestarikan kepentingan elite, maka
etika publik kehilangan substansinya. Dari perspektif teologi politik, hal ini merupakan
bentuk penyimpangan dari panggilan manusia untuk hidup dalam relasi yang adil dan saling
melayani. Oleh karena itu, analisis etis-teologis menjadi penting untuk membongkar dimensi
moral di balik oligarki dan korupsi.

Dari perspektif teologi politik, oligarki dan korupsi bukan hanya masalah moral
individu, tetapi merupakan bentuk konkret dari struktur dosa (structural sin) yang
beroperasi dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik. Struktur dosa ini muncul ketika
egoisme manusia dilembagakan menjadi mekanisme kekuasaan yang menindas dan
melanggengkan ketidakadilan (Salahudin et al., 2025). Dalam kerangka teologi pembebasan,
hal ini dapat dipahami sebagai kejahatan sosial (social evil), yakni dosa yang terwujud dalam
struktur yang menindas martabat manusia dan merusak relasi sosial (Meyer et al., 2025).
Ketika politik dijalankan hanya untuk melestarikan kepentingan elite, etika publik
kehilangan substansinya dan masyarakat terjebak dalam perbudakan struktural yang
melawan kehendak Allah (Valsangiacomo, 2024; Vergara, 2020). Oleh karena itu, analisis
etis-teologis menjadi penting untuk membongkar dimensi moral di balik oligarki dan
korupsi, serta menegaskan kembali panggilan manusia untuk hidup dalam relasi yang adil,
melayani, dan membebaskan sesama sebagaimana diteladankan oleh Kristus melalui
kenosis-Nya.

Berbagai upaya penanggulangan korupsi di Indonesia memang telah dilakukan, mulai
dari reformasi hukum, penerapan pembuktian terbalik, hingga kampanye budaya
antikorupsi. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena persoalan struktural dan kultural
yang mendalam (Arifin et al., 2023; Hasan, 2020). Maraknya praktik politik uang dan
lemahnya penegakan hukum memperlihatkan bahwa problem ini lebih dari sekadar isu
teknis, melainkan Kkrisis moral yang mengakar (Ranggong et al., 2023). Oleh sebab itu,
persoalan oligarki dan korupsi politik tidak dapat hanya diselesaikan melalui instrumen
hukum, tetapi juga membutuhkan pendekatan etis dan spiritual. Maboloc menyoroti
bagaimana perlawanan terhadap oligarki menuntut adanya argumen moral yang lebih kuat
dibanding sekadar regulasi politik. Dalam kerangka inilah teologi, khususnya Kristologi
Kenosis, dapat memberikan tawaran etis yang radikal (Maboloc, 2020). Dengan
menekankan kerendahan hati, pengosongan diri, dan keberpihakan pada kepentingan
publik, Kenosis menawarkan sebuah antitesis terhadap egoisme politik yang mendasari
oligarki dan korupsi.

Kristologi Kenosis
Konsep kenosis berakar dari Filipi 2:5-11, di mana Paulus menggunakan kata Yunani
kévwolg (kenosis) yang berarti “pengosongan diri.” Istilah ini berasal dari verba kevow
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(kenoo) yang berarti “mengosongkan” atau “membuat hampa” (Ottuh, 2020). Paulus
menegaskan bahwa Kristus “ékévwoev ¢xvtov” (ekenosen heauton), yakni mengosongkan
diri-Nya dengan mengambil rupa hamba (Le Poidevin, 2013). Dalam kerangka historis-
teologis, kenosis dipahami sebagai tindakan sukarela Yesus menanggalkan hak istimewa
keilahian untuk mengambil rupa seorang hamba (Josette & Baholy, 2023). Feinberg (1980)
menyebutkan, “It is first found in Patristic literature, and is used thereafter almost as a
synonym for incarnation. The central concern is with the nature of Christ’s condescension
and humiliation while he was in the flesh.” Selanjutnya, Jersak (2023) menegaskan bahwa
kenosis merupakan “fondasi biblis bagi pemahaman Kristologi yang menekankan
pengorbanan sukarela sebagai inti kemanusiaan Kristus”. Menurut Magree (2024),
penafsiran ini telah menjadi titik tolak bagi diskusi teologis lintas zaman, mulai dari gereja
purba hingga pemikiran modern. Kenosis tidak dipahami sebagai kehilangan hakikat ilahi,
melainkan sebagai penundukan diri dalam ketaatan penuh kepada Bapa (Jones-Carmack,
2020). Dimensi historisnya menunjukkan bahwa gereja mula-mula menafsirkan teks ini
sebagai teladan kerendahan hati dan pelayanan. Dalam perkembangan teologi modern,
kenosis diposisikan sebagai kritik terhadap model kekuasaan yang menindas (Jersak, 2023).
Dengan demikian, definisi dasar kenosis menjadi fondasi etis bagi pemikiran Kristen dalam
menghadapi persoalan politik kontemporer.

Prinsip-prinsip kenosis mencakup tiga aspek utama, yaitu kerelaan mengosongkan
hak istimewa, mentalitas hamba, dan solidaritas dengan sesama. Ryliskyté (2024)
menjelaskan bahwa “solidaritas kenotik mengajak umat Kristen untuk berpartisipasi dalam
penderitaan orang lain sebagai bagian dari discernment iman”. Artinya, kenosis bukan hanya
ajaran abstrak, melainkan praksis yang menuntut peneladanan nyata dalam kehidupan
sosial dan politik. Kerelaan Kristus untuk tidak menggunakan hak-hak keilahian-Nya
menjadi dasar etika publik yang menolak privilege berlebihan. Mentalitas hamba
(servanthood) menekankan pelayanan sebagai bentuk kepemimpinan, yang berbeda dari
pola dominasi. Solidaritas kenotik memanggil gereja untuk berpihak pada kelompok
marginal sebagai ekspresi kasih Kristus (Adon et al., 2024a). Dengan prinsip-prinsip ini,
kenosis menjadi paradigma kritis terhadap sistem sosial yang sarat ketidakadilan.
Paradigma tersebut relevan untuk konteks bangsa Indonesia yang menghadapi krisis moral
akibat oligarki dan korupsi.

Namun, pemahaman kenosis tidak dapat berhenti pada tataran moral atau etika
pribadi. Dalam tradisi teologi kontemporer, para teolog menafsirkan kenosis bukan sekadar
tindakan etis manusia meniru Kristus, melainkan tindakan ilahi yang membuka ruang bagi
keberadaan yang lain. Moltmann menegaskan bahwa dalam kenosis, Allah tidak kehilangan
keilahian-Nya, tetapi menunjukkan kasih-Nya dengan “mengosongkan diri ke dalam dunia”
sebagai wujud solidaritas dengan ciptaan yang menderita (Kleeck Jr., 2021). Kazoh Kitamori
mengartikan kenosis sebagai “rasa sakit Allah,” yang menggambarkan penderitaan kasih
ilahi yang memaafkan dunia. Konsep ini menekankan bahwa Allah mengalami penderitaan
secara nyata sebagai bagian dari kasih-Nya yang mendalam dan penebusan bagi ciptaan
(Phillips, 2025). Rahner melihat kenosis sebagai bentuk self-communication of God, yaitu
memahami kenosis sebagai bentuk komunikasi diri dengan Tuhan, di mana Allah secara aktif
berpartisipasi dalam sejarah manusia dengan cara yang memungkinkan keterbukaan dan
dialog antara ilahi dan dunia. Rahner menekankan bahwa kenosis bukan sekedar
pengosongan diri secara pasif, melainkan tindakan komunikasi diri Allah yang

Copyright© 2025; DANUM PAMBELUM: Jurnal Teologi dan Musik Gereja



Kristologi Kenosis sebagai Paradigma Etika ... (Nego, Manaransyah & Polin) 221

memungkinkan kehadiran dan karya Allah di dunia tanpa kehilangan keilahian-Nya (Agolia,
2020). Beberapa perspektif ini memperluas makna kenosis dari sekadar teladan moral
menuju paradigma ontologis yang mengubah struktur relasi manusia dan tatanan sosial-
politik.

Dasar biblika kenosis dapat ditemukan dalam Markus 10:45, di mana Yesus berkata,
“Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani.” Ayat ini menjadi
pilar etika kepemimpinan publik yang menekankan pelayanan, bukan dominasi. Arifianto
(2023) menafsirkan teks ini sebagai deskripsi kepemimpinan Kristen yang berpola
kerendahan hati dan pengorbanan diri. Prinsip ini bertolak belakang dengan praktik politik
yang sering kali dipenuhi orientasi kuasa dan keuntungan pribadi. Lebih jauh, Surbakti
(2022) menegaskan bahwa Yesus sebagai Imanuel adalah pembebas yang berpihak kepada
kaum lemah dan tertindas. Oleh karena itu, Markus 10:45 menghadirkan landasan bagi kritik
terhadap kepemimpinan oligarkis di Indonesia. Dalam konteks ini, kenosis memaksa
pemimpin untuk merefleksikan motivasi mereka, yaitu melayani kepentingan publik atau
melanggengkan kepentingan elit. Ayat ini menjadi kunci dalam membangun etika publik
yang bersumber dari Kristus.

Selain itu, Matius 20:25-28 menunjukkan kontras tajam antara model kepemimpinan
duniawi yang tiranik dengan kepemimpinan Yesus yang melayani. Panjaitan (2020)
menekankan bahwa kepemimpinan Yesus adalah model dasar kepemimpinan Kristen yang
menolak pola tirani dan oligarki. Dalam teks ini, Yesus menegur murid-murid-Nya agar tidak
meniru gaya kepemimpinan bangsa-bangsa yang “memerintah dengan tangan besi.”
Sebaliknya, kepemimpinan sejati adalah melayani, bahkan rela berkorban. Rahadian &
Fallderama (2020) menambahkan bahwa tradisi Calvinis juga memiliki sikap kritis terhadap
kekuasaan yang otoriter, sehingga kenosis sejalan dengan misi gereja dalam mengoreksi
praktik politik. Relevansinya di Indonesia tampak dalam fenomena politik kleptokratik dan
oligarki yang dijelaskan Marwing (2021). Melalui teks Matius ini, kenosis hadir sebagai
koreksi teologis terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, Kristologi kenosis
menegaskan bahwa pelayanan adalah inti dari etika kebangsaan.

Dalam konteks kontemporer, kenosis menjadi antitesis terhadap keserakahan,
penumpukan kekuasaan, dan praktik koruptif. Mdingi (2020) menyebut kenosis sebagai
“model kepemimpinan yang menolak monopoli kekuasaan demi memberi ruang bagi
pelayanan dan keadilan sosial”. Penelitian lain, seperti Tumbol dan Sukri, menunjukkan
bagaimana etika Kristen dapat menjadi benteng moral dalam menghadapi korupsi yang
merajalela. Konsep kenosis mendorong gereja untuk berani menyuarakan kebenaran
sekaligus mempraktikkan solidaritas dengan rakyat kecil (Tumbol & Sukri, 2022). Speckman
(2022) bahkan mengaitkan konsep Perjanjian Baru tentang korupsi dengan kehancuran
kota dan ladang, menunjukkan dampak destruktif praktik tersebut terhadap kehidupan
bersama. Oleh karena itu, kenosis relevan tidak hanya secara spiritual, tetapi juga secara
politis. Kenosis mengingatkan bangsa bahwa etika pelayanan harus mengalahkan etika
dominasi. Dengan landasan biblis dan teologis ini, Kristologi kenosis dapat diposisikan
sebagai etika kebangsaan yang membangun masyarakat lebih adil dan berintegritas.

Etika Kebangsaan Berbasis Kenosis
Formulasi etika kebangsaan berbasis kenosis menegaskan bahwa prinsip kévwotg
(kenosis) yang berarti pengosongan diri sebagaimana termaktub dalam Filipi 2:5-11

Copyright© 2025; DANUM PAMBELUM: Jurnal Teologi dan Musik Gereja



Kristologi Kenosis sebagai Paradigma Etika ... (Nego, Manaransyah & Polin) 223

menjadi dasar spiritual melawan budaya politik koruptif di Indonesia. Nilai kenotik pertama,
yaitu anti-keserakahan, berfungsi sebagai antitesis terhadap praktik korupsi yang merusak
keadilan sosial. Rea (2022) menegaskan bahwa korupsi adalah “absennya keadilan dan
cinta”, sehingga melawan korupsi sama artinya dengan menghidupi kasih yang otentik. Studi
dari Igbal Damanik et al. (2025) menunjukkan bahwa oligarki dan korupsi saling
memperkuat, sehingga demokrasi seringkali hanya menjadi formalitas tanpa makna
substantif. Kemudian penelitian Tsalitsa Haura Layyina et al., mempertegas bahwa oligarki
di Indonesia tercermin dari dominasi segelintir elite politisi, pebisnis, dan militer yang
menguasai politik dan ekonomi untuk melanggengkan kepentingan mereka. Melalui biaya
politik tinggi dan kedekatan politik bisnis, lahir politico-capitalists yang memperkuat
korupsi, konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi
publik (Layyina et al., 2024). Oleh karena itu, kenosis mendorong kontrol diri terhadap nafsu
materi, sehingga para pemimpin mampu menjalankan jabatan sebagai pelayanan publik,
bukan sarana memperkaya diri. Hadiyanto (2022) bahkan menunjukkan bahwa regulasi
hukum formal seringkali gagal menekan tindak pidana korupsi karena lemahnya
internalisasi nilai etis. Oleh karena itu, kenosis menjadi fondasi etis yang melawan
keserakahan struktural maupun personal. Melalui dimensi ini, etika kebangsaan berfungsi
mengembalikan politik sebagai sarana pengabdian, bukan akumulasi kekuasaan.

Nilai kenotik kedua, yaitu pelayanan berkorban, memberi arah baru dalam melawan
oligarki politik yang bercokol di Indonesia. Prinsip “menjadi hamba” sebagaimana
diteladankan Kristus menunjukkan model kepemimpinan yang berorientasi pada
kepentingan rakyat. Nggebu (2022) menekankan bahwa iman Kristen mendorong tindakan
nyata dalam pencegahan korupsi melalui keteladanan moral dan pelayanan publik yang
tulus. Dalam konteks Indonesia, oligarki seringkali menciptakan dinasti politik yang
menggerus demokrasi (Purwaningsih & Widodo, 2020). Oleh sebab itu, pelayanan
berkorban menolak dominasi kelompok kecil atas kepentingan rakyat banyak. Kritsak
(2022) menyebut bahwa paradigma nilai spiritual dapat menjadi landasan kriminologi anti-
korupsi yang efektif. Dengan demikian, etika kenosis menempatkan pemimpin sebagai
pelayan yang berkorban, bukan penguasa yang mengeksploitasi. Suprihanto, Utama, dan
Cahyaningtyas (2023) menegaskan bahwa reformulasi pemberantasan korupsi harus
melibatkan perspektif pelayanan publik agar efektif. Dengan model ini, kenosis berperan
langsung sebagai kritik etis terhadap oligarki yang merusak demokrasi.

Nilai kenotik ketiga adalah solidaritas kebangsaan, yang menuntut keberpihakan
pada kaum marginal sebagai bentuk kerelaan menanggung penderitaan bersama. Konsep ini
selaras dengan pandangan Daryanto (2022) yang menyatakan bahwa “keberpihakan
terhadap orang miskin adalah tindakan kenosis”. Solidaritas kenotik memulihkan nilai
keadilan sosial yang sering diabaikan dalam sistem politik yang bias terhadap elit. RyliSkyté
menyebut solidaritas kenotik sebagai “kearifan spiritual yang melampaui individualisme
politik.” Dengan demikian, kenosis bukan hanya kritik moral terhadap keserakahan,
melainkan juga dorongan praktis untuk membangun bangsa berdasarkan semangat
kebersamaan (Ryliskyté, 2024). Dalam konteks oligarki, rakyat kecil seringkali
dimarjinalkan demi kepentingan segelintir elit. Etika kenosis justru menuntut keberpihakan
pada mereka yang terpinggirkan agar politik kembali pada tujuan asalnya: kesejahteraan
umum. Konsep ini juga mendorong kebijakan yang berfokus pada pengentasan ketimpangan
sosial-ekonomi sebagai bentuk nyata pelayanan kebangsaan. Dengan demikian, solidaritas
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kenotik memperluas ruang politik sebagai arena inklusif, bukan eksklusif.

Selain tiga nilai kenotik utama, referensi lain memperkuat relevansi kenosis dalam
konteks kebangsaan Indonesia. Molina menyoroti pemikiran Hegel tentang kenosis yang
dapat dipahami sebagai basis kritik terhadap absolutisme kekuasaan. Hal ini menunjukkan
bahwa teologi kenosis mampu berdialog dengan filsafat politik dalam membongkar praktik
penyalahgunaan kuasa (Molina, 2025). Sementara itu, Lee, Meyer-Sahling, dan Park (2022)
menunjukkan bahwa reformasi antikorupsi memerlukan perubahan psikologis dalam
organisasi publik, bukan sekadar regulasi formal. Dengan demikian, kenosis memberikan
motivasi spiritual untuk menata ulang struktur politik Indonesia. Weifdmiiller dan Zuber
(2023) juga menekankan perlunya memahami fondasi mikro korupsi administratif, yang
seringkali terkait dengan budaya birokrasi. Melalui pengosongan diri, individu dalam
birokrasi dipanggil untuk mengedepankan etos pelayanan, bukan keuntungan pribadi.
Kontribusi ini memperlihatkan bahwa kenosis memiliki daya transformasi baik pada level
individu maupun sistem. Dengan kata lain, kenosis bukan hanya konsep teologis, tetapi juga
metodologi etis untuk membangun tata kelola negara.

Akhirnya, formulasi etika kebangsaan berbasis kenosis harus dipandang sebagai
strategi transformatif untuk membangun bangsa yang bebas dari oligarki dan korupsi.
Isroani (2022) menilai bahwa degradasi nilai etika Pancasila mempercepat suburnya
praktik korupsi, sehingga spiritualitas kenosis dapat memperbarui kembali komitmen moral
bangsa. Bashir dan Hassan (2020) menegaskan bahwa “kepemimpinan yang beretika adalah
syarat mutlak untuk pemberantasan korupsi”. Dalam perspektif ini, kenosis memberi
orientasi baru dalam pendidikan politik, birokrasi, dan kepemimpinan publik di Indonesia.
Etika kebangsaan yang berbasis kenosis menolak keserakahan, menumbuhkan semangat
pelayanan, dan memperkuat solidaritas sosial. Dengan mengintegrasikan teologi kenosis
dengan politik praktis, Indonesia dapat membangun budaya politik yang berkeadilan. Neo,
Grimmelikhuijsen, dan Tummers (2023) menambahkan bahwa nilai inti pegawai negeri sipil
yang ideal adalah berorientasi pelayanan, responsif, dan berdedikasi, yang sejalan dengan
semangat kenosis. Dengan demikian, kristologi kenosis membuka horizon baru bagi etika
kebangsaan yang kontekstual, aplikatif, dan transformatif.

Implikasi

Implikasi teoritis dari kajian Kristologi Kenosis menunjukkan bahwa konsep
pengosongan diri Kristus (Filipi 2:5-11) dapat dijadikan paradigma etika politik yang
menolak struktur kekuasaan oligarkis dan perilaku koruptif. Secara teologis, Kenosis
merekonstruksi pemahaman tentang kepemimpinan sebagai tindakan pelayanan dan
pengorbanan, bukan dominasi atau akumulasi privilese. Nilai-nilai ini memperkaya
diskursus etika kebangsaan dengan mempertemukan dimensi spiritualitas dan tanggung
jawab publik dalam satu kerangka moral yang utuh. Secara praktis, prinsip Kenosis dapat
diimplementasikan dalam pembentukan karakter pemimpin publik yang berintegritas
melalui pendidikan politik, kaderisasi birokrasi, dan gerakan sosial berbasis nilai pelayanan.
Gereja dan lembaga pendidikan Kristen dapat berperan sebagai agen transformasi dengan
menanamkan nilai kerendahan hati dan solidaritas sosial sebagai wujud pengosongan diri
Kristus. Dengan demikian, Kenosis tidak hanya menjadi teori teologis, tetapi juga praksis etis
yang relevan untuk membangun bangsa yang berkeadilan dan berintegritas.

Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan
Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian Kristologi Kenosis ini
melalui pendekatan empiris yang meneliti sejauh mana nilai-nilai kenotik, seperti
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kerendahan hati dan pelayanan berkorban, benar-benar diimplementasikan dalam praktik
kepemimpinan politik maupun birokrasi publik di Indonesia. Studi lapangan yang
melibatkan wawancara mendalam dengan pemimpin gereja, pejabat publik, dan aktivis
sosial akan memberikan gambaran konkret tentang relevansi Kenosis dalam konteks sosial-
politik kontemporer. Selain itu, penelitian komparatif antara etika Kenosis dan konsep etika
kepemimpinan dari tradisi agama lain dapat memperkaya dialog lintas iman mengenai
moralitas publik. Kajian interdisipliner yang menggabungkan teologi politik, etika publik,
dan filsafat sosial juga penting untuk memperkuat fondasi teoritisnya. Penelitian lanjutan
dapat mengeksplorasi bagaimana spiritualitas kenotik diterapkan dalam pendidikan
karakter dan tata kelola pemerintahan yang transparan. Dengan demikian, riset berikutnya
diharapkan mampu memperdalam kontribusi Kenosis sebagai paradigma etis transformatif
bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa Kristologi Kenosis dari Filipi 2:5-11 dapat
berfungsi sebagai paradigma etika kebangsaan untuk menghadapi oligarki dan korupsi
politik di Indonesia. Nilai-nilai kenotik, yaitu pengosongan diri, kerendahan hati, pelayanan
berkorban, dan solidaritas, secara langsung menantang akar persoalan politik Indonesia
yang dibentuk oleh keserakahan, akumulasi kekuasaan, dan penyalahgunaan wewenang.
Anti-keserakahan menjadi kritik moral terhadap perilaku koruptif, pelayanan berkorban
menawarkan alternatif etis bagi kepemimpinan oligarkis, dan solidaritas kenotik
memulihkan keberpihakan pada rakyat kecil yang terpinggirkan oleh struktur politik elit.
Dengan demikian, Kenosis merupakan antitesis teologis terhadap budaya politik yang
eksploitatif, sekaligus landasan moral bagi reformasi politik menuju keadilan, integritas, dan
kesejahteraan bersama. Penelitian selanjutnya disarankan menguji implementasi nilai-nilai
kenotik dalam praktik kepemimpinan politik dan birokrasi melalui pendekatan empiris,
seperti survei etika publik, studi kasus pemerintah daerah, atau wawancara dengan
pemimpin gereja dan aktivis antikorupsi. Kajian komparatif antara etika Kenosis dan tradisi
etika kepemimpinan agama lain juga penting untuk memperkaya pemahaman lintas iman
tentang moralitas publik dalam konteks Indonesia.
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